Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

%7

PUTUSAN
Nomor 5025/Pdt.G/2022/PA.Tsm

L] P \ ’/u L 2
USG5 =5 |
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam

perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus
rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten
Tasikmalaya, selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

xxxxx Bandung.(xxx), selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 27 Desember 2022 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor
5025/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 28 Desember 2022, telah mengajukan
gugatan dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada
hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya,
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 445/44/VII/2012 tertanggal 13 Juli
2012;
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2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah
tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swit;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah
kediaman orangtua Penggugat Kampung xxxx Tasikmalaya;

4. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 2
yang bernama Angga Pratama Putra, Laki-laki, berumur 11 tahun, Gita
Sriwahyuni, Perempuan, berumur 7 tahun;

5. Bahwa kebahagiaan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
hanya berlangsung dari awal perkawinan tanggal 13 Juli 2013 hingga bulan
Januari 2017;

6. Bahwa pada bulan Januari 2017, terjadi perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Faktor Ekonomi Tergugat
kurang bertanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga
sehari-hari, Tergugat kurang dalam memberikan Nafkah Lahir(Ekonomi)
kepada Penggugat;

7. Bahwa pada bulan Maret 2017 menjadi puncak perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah tidak
sanggup menjalani kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dimana
Pengggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 tahun 9 bulan dan
bersepakat untuk mengakhiri rumah tangga, sehingga sejak saat itu
Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalin hubungan layaknya
pasangan suami isteri, Tergugat memilih tinggal dirumah kediaman
orangtua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat untuk
mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha
tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan
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tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena
perceraian;

10.Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk membuka persidangan dan
menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (xxxxi) terhadap
Penggugat (xxxx

3. Membebankan biaya perkara secara hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
kuasanya dan ternyata menurut relass panggilan tanggal 09 Januari 2022 dan
berita acara relass panggilan tanggal 02 Februari 2022, Tergugat sudah tidak
ada di alamat tersebut di atas/ tidak dikenal;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan
telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian
putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang
tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Cerai
Gugat, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk

memeriksa, memutus dan menyelesaikannya,;

him. 3 dari 3 hlm. Putusan No. 5025/PdtG/2022/PATsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relass panggilan, Tergugat sudah tidak
ada di alamat tersebut di atas, , dengan demikian alamat Tergugat menjadi
tidak jelas (obscuur libel);

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak jelas maka gugatan
Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak
dapat diterima, maka pokok perkara gugatan Penggugat tidak perlu
dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7
tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya
yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum

syara’ yang berhubungan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 09 Februari 2023 Masehi
bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Hijriyah oleh Drs. H. Dede Ibin,
S.H., M.Sy., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya
sebagai Ketua Majelis, Drs. H. dadang Priatna dan Drs. H. Sanusi, M.H.
sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut
pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-
Hakim Anggota, Mamat Rakhmat, S.H.l sebagai Panitera Pengganti dan
dihadiri juga oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
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Drs. H. Dede lbin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota | Hakim Anggota I

Hj. Kikah, S.H., M.H. Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mamat Rakhmat, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp.  700.000,00
4. Biaya PNBP Rp. 20.000,00
5. Redaksi Rp. 10.000,00
6. Meterai Putusan Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

him. & dari 3 him. Putusan No. 5025/PdtG/2022/PATsm

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



